
PENDf KATAN EPIDEMIOLOGIK 
PfNGENDALlAN BRUSELOSIS UNTaJK MENINGKATKAN 

POPUBAS1 SAP! D1 INDONESIA 

erhatian pemerintah dalam peningkaran kualitas hidup manusia 
dan k d t a s  hidup rnasyarakat sebagai sumberdaya rnanusia yang 
handal secatra tegas tercantum dalam GBHN tahun 1993. 
Kualitas hidup manusia dm kualitas kehidupan rnasyarakat 

dengan sendirinya dipeng oleh kondisi pangan dan gizi. Oleh karena itulah 
secara khusus prioritas peningkatan produksi pertanian baik beras maupun 
non beras terus dilanjutkan. Sejalan dengan GBHN 1993 tersebut, 
pengembangan subsektor peternakan sebelurn terjadi krisis moneter pada akhir 
1997 telah rnencapai tingkat yang cukup menggembirakan. 

Untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi dan yang sehat berasal dari 
hewan sehat dan arnan untuk dikonsumsi masyarakat, rnaka subsektor 
peternakan sebagai bagian dan pembanpan sekmr perta&.n, perlu melakukan 
pernbinaan didaerah-daerah produksi yang sudah adz dan pembanpan daerah- 
daerah produksi baru. Untuk rnencapai tujuan tersebut diperlukan usaha 
~ e n ~ e m b a n ~ a n  dan penerapan teknologi tepat guna agar dapat rneningkatkan 

I 

jurnlah ternak dan mutu genetik yang baik, memelihara kesehatan hewan, 
1 melakukan penyuluhan, rnembina sena rnenyediakan terutama sapi potong 

dan sapi perah di Indonesia, karena sarana dan prasarana, dan sernaksirnal 
mungkin rnampu memanfaatkan limbah pertanian. 

Krisis moneter secara nyata ikut rnernpengaruhi penyediaan protein hewani 
di I2donesia. Untuk rnengatasi keadaan ini Departemen Pertanian 
mencanangkan Program GEMA PROTEINA 2001 yang akhir-akhir ini 
dipandang merupakan sangat strategis mengatasi keterpurukan bidang 
peternakan. 
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Menjadi tugas kita bersama untuk mencari berbagai alternatif menggali 
kernampuan dalam negeri dalam menyediakan sumber protein hewani yang 
sesuai, terjangkau daya beli rnasyarakat has, dan mampu memanfaatkan 
sumberdaya setempat. Sementara itu, peternakan peternakan lokal yang rnasih 
bertahan hams dipacu agar dapat ber-produksi secara maksirnal. 

Program Erobosan Menuju Swasembada Daging Sapi Ehun 200J yang 
dicanangkan oleh Direktur Jenderal Produksi Peternakan dengan penekanan 
pada pengembangan peternakan rakyat dan industri peternakan lokal telah 
rnenimbulkan kontroversi baru. Agar berhasil, program terobosan ini 
nlemerlukan suatu perencanaan yang matang dm pemusan pelaksanaan teknis 
yang komprehensif di semua lini. Program hendaknya jelas dan mudah 
dilaksanakan, kemudian dapat merangsang nilai tambah pendapatan peternak, 
bisa rnengobati penyakit sosial yang hmpir  skeptis dan fatalis. Pada gilirannya 
perlu diciptakan sistem informasi yang lebih terbuka antam instansi pemerintah, 
Iernbaga sumberdaya, pelaku ekonomi, perguruan tinggi dm peternak, agar 
keuntungan dan manfaat yang dicapai &pat dinikmati semua pihak. 

Kita perlu mulai lagi m e n p p d k a n  data dasar (benchmark) yang akurat 
tentang populasi ternak, terutarna data sapi potong dan sapi perah di Indonesia, 
karena data populasi selama ini, selain dipengaruhi oleh krisis moneter, telah 
banyak dimanipuIasi untuk kepentingan bisnis, justifikasi perkinan, dan 
diskrepansi data untuk kepentingan tertentu. Kemudian bertolak dari data 
popdasi, pola peternakan sapi yang lebih layak dipercaya seam regional d i m  
identifikasi wilayah dengan zona-zona berdasarkan kondisi peternak, porensi 
ternak rnenurut distribusi umur dan kelamin, potensi lahan sebagai basis 
ekologisnya, serta teknologi apa yang telah mereka pakai selama ini. 

Sernakin disadari bahwa pemeliharaan kesehatan hewan ternyata sangat 
berpemn dalarn meningkatkan populasi ternak termasuk sapi potong dan perah. 
Salah satu diantaranya adalah penyakit bruselosis pada sapi dan kerbau yang 
disebabkan bakteri Brucelkz aboms. Peny&t ini dapat menimbulkan ke 
sapi betina bunting tua, menurunkan fertilitas bahkan dapat menimbulkan 
kemandulan. Penyebaran bruselosis sangat erat hubungannya dengan 
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manajemen kandang, sumber pakan, kepadatan populasi pada suatu lokasi, 
tipologi beternak yang berkaitan erat dengan faktor sosio-ekonomi peternak, 
serta lalulintas atau mutasi sapi dari satu lokasi ke lokasi lainn~a. 

Meldui program pengendalian dan pemberantasan bruselosis &arapkan 
dapat meningkatkan populasi sapi di Indonesia. Disamping itu penyakit ini 
dapat menular pada manusia karena bersifat zoonotik, terutama pegawai 
kandang dan pemerah susu, serta melalui air susu sapi penderita bruselosis 
yang dikonsumsi tanpa melalui proses pasturisasi. 
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A. GEJOLAK MONETER DAN KETANGGUWAN PETERNAK 
MKYAT 

antuan pemerintah 1 berbagai propinsi yang 1terima peternak 
kecil sebagai kredit lunak jangka panjang seperti sapi potong 
dan sapi perah ternyata telah mampu membantu mengatasi 
permintaan protein hewani di masa krisis ekonomi pada 

pertengahan tahun 1997. Walaupun masyarakat kelas menengah ke bawah telah 
mengurangi atau bahkan berhenti mengkonsumsi daging, tetapi masyarakat 
kelas atas, perhotelan, dan perusahaan-~erusahaan asing masih 
membutuhkan dagmg segar dan olahan. Dengan nilai tukar rupiah yang se 
melemah,fiedloter tidak mampu menyediakan daging segar dari sapi impor. 
Sebagian besar importir sapi potong bakalan tidak rnampu lagi mendatangkan ' 

dari Australia dan Selandia Baru. Akibatnya pengusaha daging, termasuk 
Tipplndo lebih rnengandallian penyediaan asal lokal (Semai, Maret 1999). Pada 
saat itu peternak s memang rnenikmati tambahan pendapatan dari 
sapi-sapi yang mer 

Perlu dihitung secara cermax, apakah nil& tambah penjualan sapi-sapi 
peternak rakyat saat ini berdasarkan perhitungan pada tahun 2005 yang akan 
datang dapat meningkatkan kegairahan peternak rakyat sehingga dapat 
menambah jumlah sapi per keluarga. Kemudian perlu dihitung ulang apakah 
nilai tambah yang diperoleh peternak sudah berimbang dengan keuntungan 
pelaku bisnis daghg lokal sebagai penentu harga pasar. Juga perlu dikaji apakah 
keuntungan yang diperoleh peternak dapat mendorong perubahan skala usaha, 
misalnya dari usaha sambilan menjadi cabang usaha atau dari cabang usaha 
menjadi kategori usaha pokok. Perubahan status usaha ini akan menjadi salah 
satu indikator penting bahwa peternakan rakyat berkembang dari kondisi 
subsisten menjadi lebih kornersial sesuai tipofogi usaha peternakan (Suhadji, 
199 1) 
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Data dari Direktorat Jenderal Peternakan terungkap bahwa popdasi sapi 
di Indonesia pads tahun 1994 adalah sebesar 11.595.000 ekor. Dari jumlah 
tersebut, sebesar 70% berada hanya pada tujuh (7) sentra produksi yaitu : 
Lampung (345.638), Jawa Tengah (1.206.120), Jawa Timur (3.145.576). Bdi 
(491.329), Sulawesi Selatan (643.250), Nusa Tenggara Barat (442.255), Nusa 
Tenggara Timur (783.350), sedangkan sisanya tersebar di propinsi lain 
jumlah kecil. Data ini menunjukkan adanya pergeseran kantong-kantong sapi 
potong di Indonesia dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ke 
Sulawesi Selatan dan Lampung. 

Berdasarkan perkiraan populasi sapi di Indonesia ini, pada tahun 1995 
diadakan kesepakatan antara pemerintah dan swasta, yaitu Direktorat Jenderal 
Peternakan dengm UFINDO dan ASPIDI untuk mengatur pengadaan sapi 
potong dan daging. Kese~akatan tersebut menetapkan bahwa : (1). Peternakan 
Rakyat tetap merupakan tulang punggung, (2). Industri Pe~ernakan Rakyat 
menjadi pendukung dan (3). Impor daging sebagai penyambung (suply-demand). 
Dari hasil pertemuan tersebut ditetapkan daging lokal berasal dari peternakan 
rakyat 90%, Industri Peternakan 9% dan Irnpor Daging 1% @alapraya, 1999). 
Ternyata pengaturan kuota dengan porsi 90% dari peternakan rakyat tidak 
pernah dapat dipenuhi, karena persediaan sapi lokal dengan kenaikan populasi 
sekitar 18,s Oh per tahun (Sudardjar, 2000) tidak &p mensuplai permintam 
pasar. 

Pada Lokakarya Pengernbangan Agribisnis Sapi Perah dan Sapi Potong di 
Jakarta pada tanggal 15 Juli 1997, menjelang krisis moneter Indonesia, peternak 
dari Sulawesi Selatan telah menyatakan bahwa populasi sapi di wilayah itu 
berkurang k a n a  meningkatnya sapi yang drkeluarkan. Pen 
unmk kepentingan konsumsi Jakarta, pengefuaran bibit betina dan pengiriman 
bakalan ke sentra baru di Sumatera. Pada kenyataannya kuota pengeluaran 
sapi melebihi kenaikan produksi setempat dan sudah tidak dapat dikenddikan 
la@. 

Sebagai &bat kekurangan suplai sapi dan daging impor, perburuan sapi 
$* lokal untuk dipotong mereka lakukan sampai ke kmng-kantong peternakan 

sapi rakyat, baik sapi potong penggemukanlkereman, sapi-sapi yang dipakai 
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mengolah lahan penanian, rnaupun anak sapi perah jantan. Ketika sapi jantan 
yang tersedia di peternakan rakyat ternyata tidak mencukupi, sapi betina 
produktif juga banyak dipotong. Peternak kecil yang selama ini selalu dalam 
kekurangan dan beternak secara subsisten, pada periode akhir 1997 sampai 
sekarang rela menjual sapi betinanya dengan harga bersaing. 

Bila tidak ada fihak yang rnernfasilitasi pernbesaran dan penggemukan 
sapi-sapi potong lokal (pemerintah rnaupun swasta), pengurasan produksi sapi 
peternak kecil ini sulit dihindarkan. Akibatnya akan terus menurunkan populasi 
ternak sapi di kantong-kantong produksi tersebut, karena sapi-sapi betina 
~roduktif ~ u n  masih banyak diternukan di Rurnah Potong Hewan (WI-li). 

Data berikut membuktikan bahwa konsumsi daging sejak tahun 1997 
sejumlah 1.383.804 ton, rneningkat rnenjadi 1.449.308 tonpada tahun 1998 
dan perktram pada tahun 1999 konsumsi daging menjadi 1.501.081 ton. h g k a  
peningkatan populasi sapi kolom 2 masih patut dipedebatkan, sepeni pada 
tahun 1998 tertera kenaikan populasi sapi pada saat mana perburuan sapi Iokal 
cukup tinggi, karena irnpor bakalan dan daging turun (Tabel 1). 

Populasi Sapi, Produksi Daging, Impor %)aging darn 
Bakalan, serta Ksnsumsi Dagirng Indonesia 1993 - IB99. 

Tahun 

1993 
1994 
1995 
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Populasi 
Sapi 

(ekor) 
10.829.2 15 
11.367.619 
1 1.534.066 , 

Produksi 
Daging 

Sumber Dltjen Petemahan dan APFINDO * angka sementara +* anska perk~raan 
(Dikutip dari SEMAI, Maret 1999) 

29.000 
33.400 
15.600 

-- 

1996 
1997 
1998" 
1999** 

(ton) 
346.300 

55.050 
55.202 
5.531 
- 

1 1.8 15.606 
11.938.856 
12.191.638 
12.541.230 

Konsumsi 
Daging 

Impor 
Daging 

(ton) 
10.079 

1.66 1.200 
1.383.804 
1.449.308 
1 .501.08 1 

347.200 
535.652 
351.414 
264.258 

Daging Dari 
Impor 

Bakalan 

336.500 1 15667 
3 12.000 . 1 22.053 

(ton) 
8.780 

(ton) 
1.388.200 

17.730 
37.034 

1.508.500 
1.530.200 



Sejak tahun 1980 pemerintah memang telah memberi bantuan 
petern& yang ielgolong kelompok peiernak sambilan dan cabang usaha tersebut 
dengan bentuk bantuan maupun kredit berasal dari BAWRES, FAD, maupw 
ADB. Kredit untuk peiernak sambilan dan cabang usaha ternyata iidak dapat 
menaikkan jumlah pemilikan ternak per rumah tangga, bahkan banyak yang 
tidak mampu melunasi utangnya. 

Kemacetan pengembalian kredit ini disebabkan antara lain: (I). Bantuan 
tersebut tidak semuanya jatuh ke tangan rakyat yang biasa memelihara sapi, 
kemudian dijual di bawah iangan dan uangnya dipakai untuk keperluan lain; 
(2). Di berbagai lokasi transmigrasi, sapi tidak dapat berkembang karena 
kurangnya rumput yang cocok untuk makanan sapi, disamping in pa& sebagian 
Iokasi transmigrasi berlahan gambut daIam, sapi tidak sesuai dipakai untuk 
membantu mengerjakan lahan milik transmigran; (3). Pada kasus sapi perah 
yang bernaung dibawah koperasi, harga bahan baku pakan sebagian besar 
komponennya d;impor, ini berarii peternak mengeluarkan biaya tidak sedikit; 
( I ) .  Banyak pengurus koperasi kurang mampu meningkatkan kualitas susu 
anggotaq-a sehingga Indilstri Pengolahan Susu (IPS) beralasan menetapkan 
harga yang tidak rnenguntungkan peternak. Selain itu, dengan alasan 
menghadapi globalisasi patokan harga pemerintah praktis diabaikan oleh IPS. 
Dalam banyak kasus, hdustri Pengolahan Susu menolak susu peternak dengan 
dalih kualitas susu yang rendah, dan atau daya tampung IPS yang terbaias, (5). 
Pernerintah, daam hat ini Dinas Peternakan yang seharusnya berperan sebagai 
dinamisator dan fasilisator pascz pembagian iernak, tidak banyak menjamah 
peternak dan koperasi. Demikian juga pembinaan pemeliharaan kesehatan 
hewan, pencegahan penyalut, rehabilitasi reproduksi dan reproduktivitas sapi, 
serta penyuiuhan semua diserahkan kepada koperasi dengan sumberdaya 
manusia ).ang sangat mi . Jadi dampak pemberian bantuan tersebui belum 
marnpu menaiMran populasi sapi potong dan sapi perah di Indonesia. 
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Dalam berbagai media, seminar-seminar dan diskusidiskusi panel, selalu 
disimpulkan bahwa pada akhir tahun 1997 sewaktu krisis ekonomi melanda 
Indonesia, peternak kecil dianggap mampu bertahan. Hal tersebut 
disebabkan karena, jumlah keluarga yang menjadi petani/peternak ini sangat 
besar walaupun jumlah pedikan  ternak setiap rumah tangga kecil. Ternyata 
pemeliharaan sapi secara tradisional bisa bertahan karena hanya mengandalkan 
sumber pakan lokd. 

Pada tahun 1997 diperkirakan jumlah keluarga petandpeternak sekitar 
2,9 juta rumah tangga peternak sapi potong, 90.000 rumah tangga peternak 
sapi perah dan 490 000 rumah tangga peternak kerbau (PPSKI, 1997). Bila 
pemilikan sapi setiap keluarga masing-masing dua (2) ekor sapi potong, maka 
diperkirakan pada tahun itu petani peternak tersebut memiliki sekitar 5,s juta 
ekor sapi pomng. Artinya petani/peternak m sekitar 50% dari populasi 
sapi potong yang ada di Indonesia. 

Seandainya pembinaan keluarga peternak dalam bentuk penyuluhan, 
pemeliharaan kesehatan hewan, pemberantasan penyakit yang intensif dan 
pelayanan inseminasi tepat waktu dilakukan secara sungguh-sungguh, 
kemungkin rnereka &pat meningkatkan populasi sapi potong satu ekor &lam. 
kumn q-ali~u dua tahm (asumsi calving interval 24 bulan, 25 % populasi betina 
produkrif). Dengan angka kematian 4% per tahun maka populasi ternak rakyat 
&an benzmbah sekitar 1.334.000 ekor pada tafiun 2002. Dari jumlah tersebut 

an 50% yang1ahi.r jantan atau sekitar 667.000 ekor jantan padasekitar 
tahun 2301 baru dapat dipasarkan. Ditangan peternak mash tersedia 667.000 
ekor betina prig siap kawin lagi pada tahun 2004. 

Masalahnya sekarang diperlukan pengusaha industri peternakan yang 
bersedia mengelola unit penrbesaran, unit penggemukan sapi lokal, serta 
industri palian dengan bahan baku lokd, m e n a n d a n  moda awalnya sampai 
sapi-sapi tersebut siap dilempar ke pasaran. Bila pihak swasta bersedia 
rnengembangkan tiga unit tersebut diatas, kernungkinan target tahun 2005 
berswasembada daging dapat tercapai, sehingga tidak perlu repot-repot 
rnengimpor dalam j d a h  besar dari Australia atau New Zealand, sekaligus 
&an menghemat pen 
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Sampai sekarang nampaknya swasta belum tertarik melakukan investasi 
untuk unit pembesaran (selama kurang lebih 18 bulan), tetapi mungkin ads 
yang bersedia membangun unit penggemukan (selama kurang lebih 6 bulan), 
dan industri pakan masih cenderung mengandalkan komponen bahan baku 
asal impor dan masih jauh dari jangkauan peternak kecil. Keengganan ini 
didasarkan pacia pengembangan ketiga unit tersebut, karena dianggap kurang 
ekonomis sena perputaran modalnya relatif lambat ditambah lagi dengan 
perolehan keuntungan yang sangat marginal. 

Setelah melihat kendala seperti duraikan terdahulu, perhtungan kenaikan 
populasi sapi peternak sambilan sena cabang usaha sesuai tipologi, masih perlu 
di~erdebatkan. Perkembangan jumlah ternak rakyat diperkirakan ti& banyak 
mengalami perkembangan, karena peternak rakyat ini dapat benahan dengan 
hanya dengan memanfaatkan pakan dan hijauan dan sumber lokal yang terbatas. 
Hal ini juga diperkuat dengan melihat kenyataan perburuan sapi potong ke 
kantong-kantong ternak di Jawa Tengah oleh kelompok industri peternakan 
menjadi pilihan yang m a n  bagi mereka wajalah . Infomasi AgribisTUS 
Nasional, Maret 1999). Tidaklah berlebihan bahwa perburuan ini mencari 
keuntungan sekaligus melakukan depopulasi sistematik ternak rakyat. 

C. AxCA_i'c24N PENUAWT ME R DAN SISTEM INFORWSI 

Dalam ~ercaturan ekonomi global, penanganan kesehatan hewan semakin 
d i d a n  pada usaha-usaha pencegahan, kontrol, dan pemberantasan penyakit 
hem-an. Usaha pencegahan penyakit harus lebih diutamakan karena adanya 
peningkatan lalulintas hewan hidup ddam negeri d m  antar negara. Aplikasi 
Sanit.ny and Phytosanitary (SPS) yang bersifat internasional menpngkut 
kepentingan Ofice htwzzdttondl des Epizooties (OLE) adalah Risk AnalysG dan 
I n t m ~ w ~ l  Zoounitmy Code juga men&at Indonesia. 

Pasar bebas ini merupakan ancaman lain d a m  meningkatkan populasi 
tern& sapi di Indonesia. Masuknya sapi, &ging dan susu dari luar negeri dengan 
harga Iebih murah perlu diperhitungkan, sepanjang telah mengindahkan 
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persyaratan OIE tidak mungkin dihalangi lagi. Kesepakatan regional sepeni 
ASEANFree Trdde A rea (AFTA) akan berlaku pada tahun 2003 sedangkan 
Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dimulai pada tahun 2020, akan 
meqhilangkan hambatan proteksi kecuali secara ilmiah hambatan itu dapat 
dibuktikan mengganggu keamanan dari suatu negara. 

Sebagai contoh, sewaktu penyakit Antraks mewabah di Australia pada 
tahun 1996, Indonesia mengambil sikap keras menolak sapi-sapi dan daging 
yang berasal dari Australia Pihak Indonesia dalam ha1 ini Direktorat Jenderal 
Peternakan telah menyatakan penolakan sementara produk daging Australia 
tersebut. Hal rersebut dapat diterima oleh Australia karena mereka belurn 
dapat membuktikan strain Antraks yang ada di Australia sama dengan strain 
yang ada di Indonesia. Atas dasar itulah Indonesia mempunyai alasan yang 
kuat secara ilrniah, karena tidak ingin strain Antraks baru masuk ke Indonesia. 
Setelah setahun tidak ada wabah barn di Australia, pihak Indonesia membuka 
kembali masuknya daging dari negara tersebut. 

Kasus lainnya pada awal tahun 1999 timbulnya p o l e d  kontroversial yang 
cukup lama adalah rencana impor daging kerbau dari India. Negara ini tenyata 
Oslum sepenukrlya bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Rinderpest. 
Dalam perjanjian OIE, mencantumkan anikel bahwa setiap negara berhak 
melindungi keseharan manusia dan hewan dari segala macam risiko terserang 
x - i ~ u s ,  seperti Pens-akit Mdut dan Kuku, rabies dan pes. Oleh karena Indonesia 
telah bebas PNIK d m  Rinderpest, walaupun hal ini bersifat non-tarif, Indonesia 
berhasil membatalkan rencana tersebut. Dari berbagai pengalaman tersebut, 
Indonesia perlu segera memberantas penyakit hewan yang bersifat epidemik 
apalagi membahayakan kesehatan manusia (zoonotik). Sejalan dengan itu 
Indonesia h a m  mampu menaikkan populasi sapi sehingga bisa rnengekspor 
sehagaimana yang pernah dialami Indonesia sebelurn tahun 1960. 

Dari sudut kajian lain, meningkatkan populasi sapi di Indonesia ternyata -_ 
tic& &pat &epaskan kaitannya dengan pengendalian hewan. Berbagai 
penyakit hewan prig menyerang sapi di Indonesia antam lain B~lselosis, Ant&, 
Penyakit Ngorok (Septichaemia Epizootic), Surra, JembrandRamadewa sangat 
potensial rnenumkan populasi ternak dalarn waktu sangat singkat. 
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Gangguan reproduksi dapat dithbulkan oleh berbagai sebab, baik kelalaian 
manajemen oleh penyakit reproduksi ymg tidak menular maupun yang men& 
seperti bruselosis dapat secara langsung menghambat pertarnbahan populasi 
t;ernak sapi. Hal tersebut dapat dilihat juga dari hasil kegiatan praktek lapang 
rnahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan lnstitut Pertanian Bogor di Kabupaten 
Blora mulai tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 (Noordin 1998) telah 
memeriksa sekitar 960 ekor sapi betina produktif, fakta di lapangan 
menunjukkan 360 ekor bunting (38%) dan 600 ekor (62%) adalah sapi betina 
produktif tapi tidak bunting. Dari 600 ekor sapi betina yang tidak bunting, 
50% tidak bunting tepat waktu. Hal ini disebabkan: (1) sistem reproduksi sapi 
dalam keadaan normal tetapi luput dari pengarnatan berahi atau tidak 
dmseminasi tepat waktu, (2) karena kelainan alat reproduksi, n m u n  hal tersebut 
masih bisa direhabilitasi dengan pengobatan dan manipulasi, (3) adanyapenyakit 
repoduksi yang men~ebabkan penurunan fenilitas, walaupun telah dilakukan 
inserninasi tetapi tidak terjadi kebuntingan. Sebanyak 80% rnasalah reproduksi 
yang ditemukan itu dapat diatasi sehingga telah melabirkan anak (jantan dan 
betina) kembali. 

Faktor la in  (20%) mungkin disebabkan oleh gangpan berbagai penyakit. 
Ada penyakit yang bersifat subklinis, dimana tanda-tan& penyakit tidak muncul 
tetapi sapi itu secara subklinis rnenderita penyakit menular, akibatnya 
menganggu kemampuan reproduksi, rnengurangi kenaikan bobot badan, 
sehingga input pakan, tenaga dengan kenaikan berat sapi tidak seimbang dan 
menimbdkan kerugian ekonorni yang sangat besar bagi peternak 

Dari uraian di atas pengadaan tenaga-tenaga paramedis yang dapat 
membantu dokter h e w n  di lapangan sangat diperlukan untuk melakukan 
pengendalian reproduksi dan kesehatan ternak rakyat, sehingga populasi ternak 
rakyat secara terus menerus dapat meningkat. Rasio antara petugas dan jumlah. 
ternak j-.ang ditangani oleh seorang dokter hewan yang d i b m u  oleh beberapa 
orang paramedis hams mengacu kepada kajian kondisi peternak, jenis sapi 
yang dipelihara serta penggunaannya sebelurn dipasarkan (ternak kerja) serta 
distribusi sapi per vrilayah. Rasio pmrnedis dengan jd& sapi yang ditangani 
untuk sapi potong rnungkin berbeda dengan sapi perah, karena mutasi dan 
mobilitas sapi potong relatif lebih tinggi dari sapi perah. 
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III. PENGENDALIAN BRUSELOSIS: 
Suathl Mternatif 

A. DISTRIBUSI SPASIAL DAN M L m I N T A S  SAP1 

inarnika populasi sapi baik sapi potong maupun sapi perah 
berkaitan erat dengan perpindahan dan perdagangan antar 
daerah. Sejalan dengan mutasi dan lalulintas perdagangan sapi, 
maka perpindahan peny&t, termasuk bruselosis akan ikut serta 

di dalamn~a. Oleh karena itu pemetaan wilayah dengan potensi ternak dan 
potensi penyakit hams diketahui dengan jelas, sehingga pengawasan lalulintas 
ternak ini dapat dipantau secara cennat. 

Menurut Direktur Kesehatan Hewan (2000), bruselosis telah lama dikenal 
di Indonesia. Pada tahun 1983 &laporkan terjadi wabah kegtguran pada sapi 
potong di Sdawesi Selatan. Tahun 1986 setelah mel surveilans, ditemukan 
16 pmpinsi t e d a r ,  dan pada tahun 1991 meningkat menjadi 26 propinsi, kecuali 
proplnsi B&. Dengan demikian bmselosis dapat dinyatakan sebagai penyakit 
hewan e n d e d  di Indonesia. 

A. 1. Sapi Potong 

Seperti diutarakan terlebih dahulu, ada tujuh (7) sentra yang rnenjadi 
penghasil 70% sapi terbesar di Indonesia, yaitu: Larnpung, Jawa Tengah, Jawa 
Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Enggara Timur. 
Sapi potong di tujuh sentra ini sudah menderita bruselosis dalam tingkat 
prevalensi yang berbeda-beda. Dari lalulintas perdagangan sapi potong 
penularan bruselosis terjadi sebagai berikut (6ambar 1.). 

1. Jakarta: merupakan konsumen terbesar sapi potong terutarna yang berasal --+ 

h i  Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggata Barat, 
&a Tenggara Timur. Sebagian besar sapi yang tiba di Pomg Hewan 
Jakarta clan sekitarnp siap di potong. Pendaran kepada sapi lain di kawasan 

' 
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itu relatif kecil, kecuali sapi yang tiba diperjualbelikan kembdi. Bila ha1 ini 

terjadi, maka daerah Jabotabek merupakan pelemparan sapi hidup tersebut, 
dan berpeluang menularkan brusela. 

2. Kdmxmtan: mendatangkan sapi potong sebagian besar dari Sulawesi Selatan, 
Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Tirnur untuk konsumsi daging 
dan sebagian kecil untuk pengembangan wilayah ~eternakan baru. Lokasi 
peternakan relatif sporadis, skala kecil, dan Ialulintas sapi antar dan intra 
propinsi minimal. Prevalensi bruselosis mungkin tinggi pada lokasi 
peternakan, karena petern& disana mengandalkan pengembangan sapi dari 
sapi potong betina bunting yang kebetulan ikut diantarpulaukan. 

3. Sumatera (selain Lampung): mendatangkan sapi potong ke propinsi masing- 
masing untuk keperluan pembibitan, penggemukan, dan konsumsi daging. 
Mendatangkan sapi terutarna dari Sulawesi Selatan dan Lampung sebagai 
daerah endemis brusela. Penul bruselosis diduga keras berasd dari bibit 
betina dan pejantan penderita bruselosis yang diantarpulaukan dan antar 
propinsi. Bibit sapi inilah yang mempercepat penyebaran di Sumatera. 

4. Jawa Barat: berperan sebagai pemasok daghg untuk Jakarta, namun &usus 
sapi potong yang berasaf Jawa Tengah. 

5. Daemh Jawa Timur melakukan penggemukan sebelurn dipotong, kemudian 
dikirimkan ke Jakarta dan daerahJabotabek lainnya dalam bentuk daging 
dan produk ikutannya. Infeksi silang bruselosis terutma ierjadi pada 
kandang-kandang peternak. 

6. Tujuh (7) sentra penghasil sapi potong terbesar sudah dinyatakan telah tertular 
bruselosis. Sentra-sentra ini diperkirakan masih tern sebagai produsen sapi 
potong, dan potensial meningkatkan penyebaran bruselosis di Indonesia. 

K h w  untuk Sulawesi Selatan (tentunya berlaku jugauntuk daefah lainnya), 
bila masih berperan sebagai sumber bibit unmk didistribusikan ke berbagai 
propinsi, penolakan ketat Karantina untuk setiap bibit terinfeksi sangat 
diperlukan. C m y a  setiap sapibetina/jantan bibit yang akan dikeluarkan hams 
rnempunyai riwayat tidak rnenderita bruselosis tiga tahun sebelumnya yang 
dibuktikan dengan perneriksaan serologis secara periodik dilakukan duaMi 
setahun; kemudian sapi tersebut harm diperiksa d m g  30 hari sebelum di antar- 
pula&. 
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A.2. Sapi Perah 

Konsentrasi sapi perah terdapat di Pulau Jawa, dengan lalulintas sapi perah 
antar peternakan sangat tinggi. Jawa Barat lebih banyak memproduksi sap; 
perah untuk mendapatkan susunya. Selain itu Jawa Barat (termasuk Jakarta) 
merupakan  rodu us en anak sapi perah (pedet) dan kemudian diperjualbelikan 
ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

POLA LALU-LINTAS SAP1 PERAN 
(IPEDET, PESANTAN, BETINA DEWASA) 

DEWASA 

I DEWASA I I 

JAKARTA El 
JAWA BARAT r--7 

JAWA TiMUR L.1 

Setelah melalui pembesaran d m  sapi betina dewasa kelarnin dan atau 
-bunting, sapi tersebut sebagian kembali ke Jawa Barat dan Jakarta. Peluang 
pezularan silang meningkat, karena antar Jawa Tengah dan J a m  Timur juga 
te rjadi proses jual beli baik anak sapi betina (pedet ) maupun sapi dewasa 

*' produktif. 
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TIERESTIK BRUSELOSHS 

Agen penyebab bruselosis pada sapi adalah bakteri Bmcella abortus dalam 
bahasa latin dsebut Brucelloszs h i n u .  Penyakit hi bersifat infeksi kronis, namun 
pada fase awal dapat berbentuk akut. Fase bakterernia bersifat subklinis, tetapi 
pada manusia dapat akut dengan gejala demarn yang turun naik, atau disebut 
juga undulantfever. Tempat yang paling disukai kuman ini adalah alat kelamin 
sapi, terutarna uterus sapi betina. Penyakit inilah yang sering menimbulkan 
terjadinya gangguan reproduksi dan keguguran pada kebuntingan 5-7 bulan. 
Keguguran merupakan gejala klinis yang patognomonis (gejala utarna) pada 
awal infeksi. Setelah beberapa kali keguguran, atau adanya gangguan kelahiran, 
perlekatan plasenta juga sering terjadi. Bagi hewan-hewan yang telah lama 
mengidap penyakit ini bisa menimbulkan kemandulan. Artritidis, 
tendovoginitidis, dan bursitidis; sedangkan pads sapi jantan menimbulkan 
orkitidis dan epididimitidis merupakan gejala lain yang dapat ditemukan. 

Masa inkubasi beragam, rnengikuti kematangan seksual dan tingkat 
kebuntingan, sedang pada sapi betina muda ada periode laten yang panjang. 
Bmelosis menyebabkan kerugian ekonorni yang tinggi, dan &pat mengancam 
manusia, terutma mereka yang bekerja di peternaian dimma peluang terilisna 
penyakit ini lebih besar, karena mereka melakukan kontak laagsmg dengan 
hem-an terinfeksi.tinggi tersebut. Keunikan bakteri ini idah, ia bersifa~ intraselular 
sehingga sulit diobati walaupun menggunakan antibiotik. Walau keguguran 
menjadi tanda &as penderita brusela, kegug-uran bisa pula disebabkan karena 
trikomoniasis dirnana keguguran tersebut sering terjadi pada kebuntingan 1-3 
bulan; vibriosis penyebab keguguran pa& kebuntingan 3-6 bulan. Oleh karena 
itulah setiap gejala keguguran diperlukan konfirmasi pemeriksaan secara 
serologik untuk menghindarkan dilakukannya pengeluarzln sapi dalam skrm test 
andslaughter bruselosis. Di lain pihak, memberantas bruselosis tidak berarti . 
insidensi keguguran pada sapi menjadi turn .  . a . d 

w, .,& < 
-* -. 1.1 

Sapi-sapi penderita brusela berfungsi sebagai agen reservoir yang dapat . 
menularkan bakteri rnelalui cairan plasenta dari janin yang , ko&ran - a - -  - - 
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sapi, termasuk air pencuci kandang yang terkontaminasi, pakan, hijauan dan 
peralatan kandang lainnya. Perpindahan Bruceh a b o m  ke d a e d  bebas, sebagian 
besar dibawa oleh sapi betina dewasa dan sapi dara sewaktu mutasi atau jual 
beli antar peternak. Penularan lain yang cepat berkembang adalah melalui 
perkawinan dam dari sapi pejantan penderita atau pejantan tenular sewaktu 
mengawini sapi betina penderita. Lalulintas perdagangan sapi ikut berperan 
membantu penyebaran penyakit ini. Pasar hewan dimana sapi-sapi 
diperjuaIbelikan merupakan tempat yang berpeluang besar terjadinya infeksi 
silang. Selain itu penyakit ini dapat menulari pegawai rumah potong hewan 
terutama sewaktu penyembelihan dan pengolahan karkas. 

Dari paparan yang disarnpaikan terlebih dahulu, kasus bruselosis rnenjadi 
sangat penting karena penyakit ini bila tidak ditanggulangi, secara sistematik 
dalam jangka waktu panjang dapat menurunkan populasi sapi potong dan sapi 

(termasuk kerbau dan kambing-domba). Tetapi bila dilakukan 
pernbemtasan dan pengendalian, dapat meningkatkan populasi &am jangka 
waknr lebih pendek. Oleh sebab icu pemerintah menetapkan pemberantasan 
bruselosis sebagai sdah satu prioritas yang akan dikenddikan di Indonesia, 
karena. 

I. Berpotensi m e n u d a n  popdasi sapi pomng dan perah karena sering terjadi 
ran bahkan rnenderita kernandulzn. 

2. Walaupun gejala penyakirnya dapai diiihar secara klinis ddlarn bentuk 
keguguran pada usia kebuntingan 5-7 bulan tetapi bersifat subklinis dan 
sapi nampak sehat. Namun bila dilakukan pemeriksaan secara serologis 
banyak ditemukan sapi yang mengidap penyakit tersebut. 

3. Sapi penderita klinis maupun subklinis dapat menularkan dengan cepat ke 
sapi-sapi lain. 

fk 
I Usaha pencegahan dan pengendalian terhadap bruselosis sapi pada 

''* -3 
-,s *~"+umnya terfokus pada pemberantasan penyakit dengan mengendalikan 

I 

!+ .pogulasi sapi bebas dari agen penyakit. Oleh karena itu semua usaha Dinas 
- 5 +Peter;lakan hendaknya diat-ahkan pa& mencegah perpindahan dan penyebaran 

j 
5 & ,  
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agen penyakit serta mencegah penderita baru. Pada prinsipnya vaksinasi sapi 
betina muda dengan vasksin inaktif (Strain 19) perlu dilakukan pada wilayah 
dengan prevalensi bruselosis tinggi bruselosis, dengan tujuan sementara untuk 

Pemeriksaan bakteriologis terhadap bruselosis dengan isolasi dan 
identifikasi kuman penyebab bruselosis pa& dasamya dapat dilakukan. I-Ianya 
saja pemeriksaan tersebut sangat sulit dan relatif memakan waktu banyak. 
Dengan demikian alternatif pemeriksaan secara serologis lebih mudah dilakukan, 
dengan memperhatikan ketelitian pengamaian dan interpreiasi. 

Uji serologis yang dapat dilakukan adalah menggunakan Rose Bengal 
Pmipitutzon Xst (RBT), Swum Agglutilzdtwn Test (SAT), Chmplwnent Fixdtion Esst 
fw danEnzyme-lin~irnmunom~bentm~ @LISA). Kendala dalam uji sendogis 
ini adalah munculnya reaksi positif palsu, reaksi silang dengan antibodi yang 
ditimbulkan oleh bakteri lain seperti Ywsinu enterocolitzca, E. coli 0:116, E.coli 
0:157, Vibno chokae. 

Ditjen Produksi Peternakan menetapkan bahwa, sernua CFT sebagai uji 
serologis &ir untuk menetapkan ternak menderita bruselosis dan hanya hasil 
negatif yang diperbolehkan Uulintaskan. Ddam melaksanakan uji tapis secara 
serologik MRT, RBT dan CFT dapat d;laksan&ul. 

Dalam menjdankan usaha pengendalian bruselosis di lapangan dianjurkan 
beberapa pola sebagai berikut, yaitu: (1) uji tapis yang dilaksanakan pa& sapi- 
sapi yang diketahui gejala Minisnya, (2) uji tapis yang dilaksanakan terutama 
pada sapi-sapi perah yang bernaung di b a d  koperasi. 

Pola satu ini diarahkan pa& pengarnatan gejd 
I. Untuk sapi betina yang diduga menderita 

a Sapi dara bunting peatarna mengalami 
5-7 bulan, 

b. Sapi betina dewasa produktif mengalami 
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c. Sapi betina dewasa pernah diketahui mengalami keguguran pada usia 
kebuntingan 5-7 bulan dan setelah dilakukan 3-4 k& kseminasi buatan 
belum bunting lagi. 

2. a. Sapi jantan dewasa temt.ma yang dipilih sebagai donor semen atau yang 
dipakai sebagai pejantan kawin dam. 

b. Sapi jantan lainnYa kelompok temak tertentu yang menderita orkitidis 
dan atau epididimitis. 

Skema uji tapis (Pola.1) seperti pada (Gambar.6), uji MRT dengan 
menggunakan susu kelompok atau individu, secara teoretis &pat juga dilakukan 
pada sapi potong, namun ha1 tersebut sulit dilakukan karena susu induk pada 
umurnnya untuk membesarkan anaknya. Tetapi pada sapi perah lebih mudah 
karena berada dalarn kandang dan biasa diperah. 

1. MRT dengan hasil negatif kemungkinan keguguran disebabkan oleh penyakit 
lain, kemudian uji ulang serologis hams dilakukan tiga bdan kernudian. 
Bila MRT posisitif dilanjutkan dengan uji RBT. 

2. RBT negatif dapat pula disebabkan karena penyakit lain, pemeriksaan ulang 
setelah tiga bulan tetap hams dilaksanakan. 

3. Bila RBT positif, maka dilanjutkan dengan uji CFT. 
4. Bila CFT ternyata negatif, sapi tersebut dianggap bebas penyakit. 
5. Bila CFT positif, maka sapi tersebut &eluarkan dari kandang/kelompok 

sapi untuk dipotong. Kandang disinfeksi (dibershkan) sehingga mengurangi 
kemunghan penulararl pa& sapi 1 
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Model menggunakan Milk Ring Test (MRT), Rose Bengal 
'Test (RBT) & Co~liplement  Fixation Test (CFT) pada sapi 

potong dan sapi perah 

CEJALA KLINIS 

BETINA DEWASA JANTAN DEWASA 
Kegu$uran 5-7 bulan kebuntingan .Gejala orkitis.rpididimitidis 

.Diitisctiiinasi buatali 3-4 kali tidak bisa bunting .l 
RBPT 

(Serum darah) 
CFT 

(Serum darah) 

Mungkin 

penkakit lain 

Periksa lagi 

Mungkin 
karena 
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Uji tapis Pola-2 seperti pada Gambar 7., mungkin lebih sesuai untuk 
dilaksanakan pada sapi-sapi perah yang bernaung pada koperasi. Biasanya 
koperasi membagi dalam kelompok dan sub-kelompok peternak. 
Pengelompokan bisa berdasarkan kedekatan beberapa kandang peternak atau 
menurut lokasi. Dimana produksi susu per hari tersebut digabung 
pengirimannya. Uji tapis dilakukan sepeni berikut: 

Uji tapis xrologis dsngm mmggunakan Milk Ring Test (MRT). Rose 
Bengal Test (RBT) 82 Complement Fixation Test (CFT) 

Pada sapi perah pola koperasi 

Uji y m g  dipakai 

lndividu T e n &  

Pendekatan Epidemiologik Pengendalian Brusebsis un tuk  Meningkatkan 
P o p f a s i  Sapi di Indones i a  



1. Milk Rink Test (MRT) dilakukan pada susu gabungan. (a) Wasil negatif 
ddanjutkan dengan pengambilan sampel dari subkeIompok peternak sampai 
susu individu sapi di kandang. Hd tersebut dilakukan agar mendapatkan 
hasil yang akurat. Bila sampai pemeriksaan individu sapi MRT masih 
menghasilkan uji negatif, maka kelompok sapi-sapi pada kelornpok peternak 
dianggap bebas dari bruselosis. Untuk kelornpok h i  dilakukan lagi setelah 
tiga bulan. (b) Bila MRT positif, maka pemeriksaan dilakukan sampai ke 
sub-kelompok peternak, susu sapi sekandang dan individu sapi. 

2. Semua sapi-sapi yang memberikan hasil positif dilanjutkan dengan 
perneriksaan RBT. Bagi sapi yang menghasilkan RBPT negatif, maka individu 
sapi tersebut dinyatakan bebas dari bruselosis. Sapi tersebut dipisahkan dan 
kandangnya dibebashmakan. 

3. Sapi-sapi yang positif dilanjutkan pemerik~aann~a dengan CFT. Sapi dengan 
hasil uji CFT negatif dianggap bebas bruselosis, dan dipisahkcin dari sapi 
yang positif, yang h a m  dikeluarkan dari kandang. 

Pola-2 ini rnemerlukan biaya yang lebih tinggi dan d t u  yang lama serta 
membutuhkan tenaga yang terampil di lapangan, tetapi dapat menghasilkan 
data pres7alensi yang sesungguhnya. Melalui kegiatan ini struktur populasi di 
tlngkat petern& sampai tingkat koperasi &pat dikmpulkan 

Milk Ring Et (MRT) dapat digiakan untuk uji tapis bruselosis pada 
kelompok ternak maupun indidvidu sapi.Bila populasi sapi laktasi melebihi 
1000 ekor, maka sensitisritas uji ivLRT menjadi kurang peka. Susu yang dipakai 
untuk keperluan uji, hams segar ridak boleh dibekukan atau homogenisasi, 1 

tetapi &pat dishpan pa& suhu 4;C selama 24 jam. Positif palsu dapat terjadi 
pada sapi yang baru saja divaksinasi, atau susu berasal dari kolostrum atau II 
rnenderita mastitis. 

Rose Bengal Test @BT) dianggap sangat sensitif termma pada sapi yang - 
telah divaksinasi. Oleh karena itu hasil uji positif hams dilanjutkan dengan 
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pemeriksaan uji Complement Fixation Test (CFT), yang dianggap paling sensitif 
terhadap bruselosis. 

Tujuan untuk melakukan suatu uji adalah agar mengetahui apakah seekor 
sapi menderiia bruselosis atau tidak, artinya kita ingin mengetahui data sapi 
yang sehat dan yang sakit sehingga dapat dipisahkan kelompok yang had  ujinya 
serologis negatif (sehat) dengan kelompok hasil uji positif (sakit) dalam 
frekuensi-distribusi yang terpisah. Namun dalam prakteknya, karena suatu uji 
serologis didasarkan pada penetapan empiris, maka secara atributal disepakati 
harga ambang yang memisahkan posiiif dari negatif pada nilai titer teneniu, 
sehingga ada perbedaan pengamatan positif secara klinis dengan pengamatan 
titer posiiif secara serologis. Maka pengamatan klinis positif (misalnya 
keguguran) dan hasil uji serologis dapat menghasilkan sebagian positif dan 
sebagian lagi negatif. 

Sebagai contoh misalnya, kita arnbil serum darah dari 150 ekor sapi perah 
dari suatu kelompok peternak. Diamaranya diketahui gejala k s  penderita 
kegupran 5 - 7 bulan sejumlah 100 ekor dan 50 ekor lainnya tidak rnengdami 

. Kemudian dllakukan uji semlogis dengan CFT. Ditetapkan bahwa 
i CFT dengan titer ambang ekuivalen dengan 20 IU/d.  Dari 150 
api individu dirlap ji CFT sebagai berikut (Tabel 2.): 

a. Dari 103 ekor yang menderita 7 5 ekor Positif Benar (truepositive) 
CFT; yang linnya sejumlah 25 ekor rnemberikan hasil negatif. Sapi-sapi ini 
digolongkan sebagai Negatif Palsu (false negative). Aninya sapi tersebut 
mengalami keguguran tetapi tidak rnenderita bruselosis 

b. Dari 50 ekor yang tidak rnenunjukkan gejala keguguran, ternyata 10 ekor 
rnemberikan hasil positif CFT dan disebut juga sebagai Positif Palsu false 
positive). Anhya sapi yang ti& menderita keguguran memberikan hasil 
positif setelah diuji dengan CFT dan benar-benar menderita bruselosis. 
Sedangkan 40 ekor lainnya adalah sapi yang tidak rnenderita kegupran dan 
uji has3 negatif. Kelompok sapi ini disebut Negatif Benar (true negative). 
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Perubahao nilai ambang titer suatu uji 
negatif palsu dan positif palm 

FreLumi 
Relatif (Yo) 

titer 
(20 TClinal) 

Positif palsu 

f 
Niki ambartg Titer bergeser b& 
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Kebiasaan yang berjalan di lapangan, spesimen yang di bawa ke laboratoriurn 
diapostik tidak seIalu disertai dengan identitas sapi. Oleh karena itu hasil 
pemeriksaan uju serologis yang dilakukan hanya menunjukkan harga ~rediktif 
dari kejadian bruselosis, tetapi tidak menunjukkan prevalensi bruselosis di 
lapangan. 

Sebagai contoh pada Tabel 3, hasil pemeriksaan spesimen bruselosis pada 
tahun 1998, diperiksa sebanyak 776 serum darah dengan hasil CFT paositif 
170. Artinya angka ini hanya memberi informasi 21.9 O h  sapi pada tahun itu 
positif brusela. 

Hasil2 1.9 O/O hanya menunjukkan sensitivitas diagnosa pengumpul spesimen 
lapang, karena tidak ada keterangan bahwa sampel itu berasal dari sapi dengan 
gejala klinis bruselosis atau diambil dari sapi yang dianggap klinis sehat. Bila 
diketahui serum tersebut merupakan sampel populasi, diketahui pula data 
populasi sapi yang rentan, andisis secara epidemiologik akan lebih akurat. Pada 
tabel tersebut tidak didapat keterangan mengenai populasi dimana spesimen 
diambil, artinya diperkirakan hanya sebagian dari kasus lapang yang dilaporkan 
dan didiagnosa serofogis. Kemunghm yang terjadi di lapangan adalah: (1). 
Kasusq-a didiagnosa tetapi petugas tidak melaporkan karena petugas tidak 
mendapar keterangan yang lengkap dari peternak, karena tidak ada catatan di 
kmdang peternak; (3) Mungkin kasus keguguran atau sejenisnya, tetapi 
dtagnosanya tidak tepat; dan (4). Kasus memang tidak didiagnosa oleh petugas, 
h q a  diarnbil serum 

Kondisi demikian ini disebut juga sebagai Fenomena Gunung Es atau 
lazim disebut sebagai fcebwg Pbenomtnzd (Last, 1988). Oleh karena pengmbilan 
spesimen ~ a n g  jelas dan teranu: sangat di~r lukan daIm pengendalian bme1osis, 

rndkan fenomena tersebut. 

Dengan demikian speshen yang dipenksa oleh BPPH Wllayah fV, Wates 
yang tertera pa& Tabel 3. merupakan bagian kecil dari kejadian yang sebenamya 
pa& popdasi 
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Tabcl3. HIasil Pcnteriksaan Bmselosis dnri necsimen vane diterima 





E. PENGENDALIAN DAN KOMPENSASI PETEPiNAK 

Pengendalian yang paling amp& hanya dapat dilakukan dengan cara: 
1. Menciptakan populasi sapi bebas agen brusela. Beberapa negara (Inggris 

dan Australia) telah menyatakan bebas setelah menanggulanginya melalui 
skim bruseloses yang sangat ketat. 

2. Memisahkan anak sapi dari induk yang positif secara serologik. 
3. Secara bertahap menciptakan kandang, kelompok kawasan, pmpinsi temtama 

sentra produksi dan bibit. 
4. Semua usaha Dinas Peternakan hendaknya diarahkan pada mencegah 

perpindahan dan penyebaran agen penyakit serta mencegah penderita baru. 

Cara mengukur perlindungan daerah bebas: 
1. Pencegahan perpindahan agen penyakit, rnemasukkan atau memindahkan 

sapi daerah bebas bruselosis hanya dapat dilakukan bila wilayah tersebut 
secara resrni dinyatakan bebas bruselosis. 

2. Harus diuji bahwa sapi yang dipindahkan tidak menunjukkan gejala klinis 
bruselosis dan kelompok ternak tersebut diketahui: 
a TelaR bebas dari penyakit tersebut selama kurun waktu tiga (3) tahun. 
b. Selama 30 hari sebelum dipindahkan, uji serologis hams negatif (CFT 

di bawah 20 IU/rnl). 
3. Bila status daerah tersebut status bebas bruselosis, belum pasti atau tidak 

diketahui status penyebarannya, maka sebelum dikeluarkan hams melalui 
karantina. Dalam karantina hewan sapi tersebut diperiksa secara seralogis 
dua kali dengan interval waktu 30 hari. Dengan demikian sapi berada di 
karantina selama 60 hari. 

1. Sapi pejantan sebagai sumber semen untuk IB ataupun sebagai pejantan 
kawin alam h a m  bebas dari bruselosis. 

W c e  Interntiom1 a& Epizooties menetapkan suatu pop~lasidin~atakan bebas 
bruselosis bila: 
a Populasi tersebut secara resmi di bawah pengawasan Dinas Peternakan, 

terrnasuk hasil uji serologik pada semua sapi. 
b. Tidak ada hewan yang divaksinasi bmela tidak selama tiga (3) tahun 4 
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c. Bila a& krecurigaan kasus (keguguran), h a m  dibuktikan bahwa sapi tersebut 
secara seroiogik negatif terhadap bruselosis. 

d. Bila sapi yang berasal dari daerah bebas bruselosis akan dipindahkan ke 
kelom~ok sapi yang bebas bruselosis juga, sapi-sapi yang &an di~indahkan 
tersebut hams diuji secara serologik bebas 30 hari sebelum dipindahkan. 

Suatu negara baru dapat dianggap bebas secara nasional, apabila negara 
tersebut dapat rnembuktikan bahwa tidak pernah dtemui kasus brusela baru 
selama kurun waktu lima (5) tahun berturut-turut. 

Keterangan diatas membuktikan bagaimana sulitnya untuk mendapatkan 
sertifikasi Internasiondi mengenai kondisi bebas bruselosis secara nasional. 

Oleh karena itu inutasi sapi perah dari satu lokasi ke lokasi lain rnerupakan 
informasi yang perlu diketahui untuk mernudahkan melakukan investigasi kasus 
penyebaran penyakit. Sementara ini manajemen sistem informasi mash &tangmi 
secara terpusat, dimana laporan daerah ke pusat dianalisis dm drredistribusikan 
kembali ke daerah. Dengan berlakunya otonomi daerah, manajemen sistem 
inforrnasi baru dalam langkah pengendalian dan pemberantasan penyakit 
menjadi wewenang pemerintah daerah. Oleh karrna im penetapan suatu n-abah 
berikut dengan tindakan pencegahan seperu menutup d m  melarang laiu-lintas 
hewan dari daerah wabah ke daerah terancarn dm bebas menjadi keputusan 
pemerintah daerah. Keluar masuk ternak antar propinsi menjadi sangat penting 
sehingga check-point rnutasi ternak semakin diperlukan. 

Pada gilirannya pengendalian bruselosis akm mengikuti persyaratan 
Internasional, dimana hasil uji tapis ini akan dilmjutkan dengan pemotongan 
reaktor (test and slaughter), untuk mencegah populsi bmelosis dan kemudian 
membebaskan penyakit tersebut dari Indonesia. Kemudian menjadi pertanyaan 
adalah siapa yang paling bertanggung jawab dalarn usaha pemberantasan hi?. 

Hasil Rapat Anggota GKSI Daerah Jatim pada tanggal 20 J d i  2000 di 
GKSI DaerahJatirn memutuskan: 
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I. Mendukung serta sanggup untuk bersama-sama berusaha memberantas 
penyakit hewan menular (Brucellosis) pada sapi perah milik anggota Koperasi 
Primer, sehingga pada tahun 2005 sapi perah di Pulau Jawa umumnya 
terbebas dari penyakit tersebut. 

2. Biaya pemberantasan penyakit tersebut ditanggung secara swadana oleh 
masing-masing Koperasi Primer yang bersangkutan dengan catatan: 
a. Biaya pemeriksaan mulai dari MRT, RBT, CFT, peralatan, pengiriman 

sampel dan biaya lainnYa ditanggung oleh masing-masing Koperasi/KUD 
yang bersangkutan. 

b. Santunan terhadap sapi reaktor positif, ditetapkan dari perkiraan harga 
sapi dikurangi harga jual daging, sisanya 50 % ditanggung Koperasi dan 
50% ditanggung peternak bersangkutan. 

3. Pemberantasan penyakit tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan dinas 
Peternakan seternpat. 

Keputusan tersebut nampaknya sangat membebani anggota koperasi, 
terutama yang diuraikan butir (a) dan (b). Dalam prakteknya, koperasi/ 
KUD yang dikatakan menanggung biaya pemeriksaan ternyata cenderung 
memungut sumbangan kepada peternak. Santunan terhadap reaktor positif yang 
dipotong menjadi t gan koperasi sebesar 50% dalam prakteknya dipungut 
lagi i u m  dari peternaklainnya dengan alasan solidaritas dan tanggung renteng 

cram antar peternak. Dengan dernikian dapat disimpulkan dalam pro, 
pemberantasan bruselosis ini beban yang paling besar ada dibahu para peternak 
anggota koperasi. Dengan kata lain kesepakatan ini akan menciptakan suatu 
kondisi dimana petern& semakin sulit berkembang. Di berbagai negara yang 
telah melakukan pembemtasan bmelosis, pernerintahnya rnenydakan dana 
yang bukan main besarnya agar sapi-sapi peternak reaktor bruselosis dapat 
dibeli oleh pernerintahnya dengan haqp yang sangat layak (hggris dan Austda). 
Karena negara-negara tersebut yakin keberadaan peternak itu merupakan 
subsitern yang sangat potensial struktur ekonomi negaranya dan menjadi aset 
nasional. 

Seharusnya industri peternakan dan pelaku ekonomi lainnya rnengulurkan 
tangan ikut mengatasi rnasalah bruselosis, karena ~ a d a  &rannya has2 peternak 
itu juga rnemberi keuntungan bagi rnereka. Narnun partisipasi mereka belum 
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secara nyata tampak disenakan. Bila kesepakatan ini tidak ditinjau kernbali, 
maka peternak anggota koperasi menjadi sapi perahan baru pemerintah dan 
koperasi untuk membebaskan bmelosis di Indonesia. Kita semua yakin, bukan 
itu tujuan sebenarnya, tetapi kita perlu waspada bahwa bisa jadi dikemudian 
hari kita terperanjat bahwa perilaku menjalankan kebijakan pemberantasan ini 
terjerembab pada ketidaktentuan nasib peternak. Kita juga yakin bahwa 
pengarnbil kebijakan akan map mempertimbangan jalan terbaik untuk petemak 
dengan koperasinya, pemerintah dan pelaku ekonomi, karena pasar bebas dalam 
waktu dekat '&*an kita hadapi bersama. 
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